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This study aims to know and analyze and examine the realization of good governance principles in fisheries management regulation in Indonesia; analyze and formulate the ideal fisheries management regulation model in accordance with the concept of good governance.
This research is a normative juridical research, which is research that puts law as a building of norm system, consisting of principles, norms, rule of law, judgment, agreement and doctrine. The approach used in this normative legal research is the statute approach, and the conceptual approach. The data obtained were analyzed by qualitative method.
	Based on data analysis, it can be concluded that 1) Realization of 8 Main Characteristics of good governance according to UNESCAP are participation, orientation on consensus, accountable, transparent, responsive, effective and efficient, fair and inclusive and follow the rule of law in law, and efficient that cannot be applied; 2) The ideal fisheries management model in accordance with the principle of good governance is a co-management model, because this model use community empowerment and involve all stakeholders as well.
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INTISARI
Penerapan Prinsip Good Governance dalam Peraturan Pengelolaan Perikanan yang Berkelanjutan di Indonesia[footnoteRef:6] [6: Penelitian merupakan hasil penelitian kolaboratif Unit Riset dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada] 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis serta mengkaji perwujudan prinsip goodgovernance dalam peraturan pengelolaan perikanan di Indonesia; menganalisis dan merumuskan model peraturan pengelolaan perikanan yang berlenjutan yang ideal sesuai dengan konsep good governance.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, yang terdiri dari asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang diperoleh dianalisis dengan metode kualitatif. 
Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa 1) Perwujudan 8 Karakteristik Utama good governance menurut UNESCAP yaitu partisipasi, orientasi pada konsensus, akuntabel, transparan, responsif, efektif dan efisien, adil dan inklusif serta mengikuti aturan hukum di dalam peraturan perundang-undangan, hanya prinsip efektif dan efisien yang tidak dapat diaplikasikan; 2) Adapun model pengelolaan perikanan yang ideal sesuai dengan prinsip good governance adalah model co-management, karena model ini terdapat pemberdayaan masyarakat dan juga adanya keterlibatan semua stakeholder. 

Kata Kunci:	Pengelolaan perikanan berkelanjutan, Good Governance

A. Pendahuluan
Indonesia sebagai negara kepulauan,telah diakui sebagai  negara  kepulauan  terbesar  di dunia  (the  biggest  Archipelago  in  the World) oleh dunia internasional melalui konvensi hukum  laut  PBB  ke  tiga,  United  Nation Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS  1982),  kemudian  diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang No.17 Tahun 1985.  Berdasarkan  UNCLOS  1982,  total  luas  wilayah laut  Indonesia  menjadi  5,9  juta  km2, terdiri  atas 3,2  juta  km2 perairan  teritorial dan 2,7 km2 perairan Zona Ekonomi Eksklusif,    luas    perairan    ini    belum termasuk  landas  kontinen  (continental shelf).  Indonesia juga memiliki pulau berjumlah 17.504 pulau[footnoteRef:11], dan garis pantai terpanjang nomor dua di dunia (setelah Kanada), dengan panjang 99.093 kilometer. [11: Badan Pusat Statistik, “Data BPS 2015”,BPS.go.iddiakses tanggal 17 Juli 2017] 

Berdasarkan data dari Pusat Data Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2016, Peranan sektor perikanan pada Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada tahun 2010 adalah sebesar 2,90 persen. Pada tahun 2011 dan 2012 terjadi peningkatan kontribusi menjadi masing-masing 2,91 persen dan 2,97 persen. Pada tahun 2013 dan 2014, kontribusi sektor kelautan dan perikanan mengalami peningkatan yang lebih cepat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yakni menjadi 3,06 persen dan 3,25 persen.[footnoteRef:12] Usaha perikanan dibedakan menurut jenisnya ada 2, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Perikanan tangkap dilakukan dengan cara memburu dan menangkap ikan dengan menggunakan sarana penangkapan yang dilakukan oleh nelayan ataupun perusahaan penangkapan ikan di laut maupun di perairan umum, seperti sungai, waduk, danau, dan rawa. Perikanan budidaya dilakukan melalui pemanfaatan wilayah pesisir pantai yang tenang dan terlindung untuk memelihara komoditas yang bernilai ekonomis dengan menggunakan teknologi budidaya tertentu.[footnoteRef:13] Meninjau data Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2016 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa kontribusi sektor perikanan masih belum optimal, karena kontribusi tertinggi hanyalah 3,25 persen. Tentunya hal ini bisa dikatakan kecil apabila merujuk pada bentuk geografis Indonesia yang berupa kepulauan dan dikelilingi oleh lautan. [12: Pusat Data Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Informasi Kelautan dan Perikanan, Bulan Januari 2016 No: 01/PUSDATIN/I/2016, hlm 19-20]  [13: Ibid, hlm. 21] 

Belum optimalnya kontribusi perikanan pada Produk Domestik Bruto adalah karena masih banyaknya permasalahan yang belum dapat terselesaikan hingga saat ini. Permasalahan pada perikanan tangkap antara lain:1) masih maraknya aktivitas Illegal Unreported and Unregulated (IUU) fishing; 2) gejala lebih tangkap atau overfishing di beberapa perairan pantai Indonesia, akibat pemanfaatan sumber daya ikan yang umumnya masih bersifat open acces dan belum melaksanakan limited entry secara penuh; 3) masih terdapat penggunaan alat penangkapan ikan yang bersifat destruktif; dan 4) sistem pengawasan pemanfaatan sumber daya ikan yang masih lemah dan belum efektif. Pada perikanan budidaya sendiri juga terdapat berbagai masalah, diantaranya adalah: 1) kebutuhan pakan yang masih tergantung dengan impor dari negara lain; 2) sebagian besar usaha perikanan budidaya di Indonesia belum menerapkan good aquaculture practices, sehingga aktivitasnya berdampak pada degradasi lingkungan yang cukup signifikan, yang akhirnya menimbulkan masalah penyakit, kematian massal, dan juga terjadinya pencemaran, baik dari limbah sisa pakan maupun dari limbah penggunaan obat-obatan yang tidak tepat jenis dan dosis; 3) masih sering terjadinya konversi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukkannya, sehingga sering menjadi ancaman langsung mapun tidak langsung bagi keberlanjutan usaha perikanan budidaya; dan 4) ketersediaan induk ikan dan udang unggulan masih sangat terbatas.[footnoteRef:14] Mengingat masih banyaknya permasalahan tersebut, tentu dapat menimbulkan kelangkaan dan mungkin punahnya plasma nutfah perikanan. Oleh karena itu, penting untuk dilakukannya sistem pengelolaan perikanan yang berkelanjutan yang melibatkan unsur pemerintah, swasta dan masyarakat. [14:  Kementerian PPN / BappenasDirektorat Kelautan dan Perikanan, 2014, Kajian Strategi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan, Jakarta, hlm.2.] 

	Tata kelola yang baik atau biasa dikenal dengan good governance merupakan salah satu instrumen yang dapat dijalankan untuk mewujudkan sistem pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, karena di dalam good governance ada sinergi antara ketiga pilar yang dapat menimbulkan keseimbangan, yaitu sinergi antara pemerintah sebagai regulator, sektor swasta dan masyarakat. Konsep good governance muncul karena adanya ketidakpuasan pada kinerja pemerintahan yang selama ini dipercaya sebagai penyelengggara urusan publik. Hal ini dikarenakan pendekatan yang dipergunakan dalam penyelenggaraan urusan publik bersifat sentralistik, non partisipatif dan tidak akomodatif terhadap kepentingan publik yang telah jamak dilakukan oleh pemerintah, terutama pada zaman orde baru. Inisiasi penerapan good governancedalam pembangunan perikanan, khususnya dalam bidang pengelolaan sumberdaya perikanan dan pelayanan publik. Adanya penerapan good governance di bidang perikanan bertujuan agar efisiensi usaha dapat tercapai, karena adanya kepastian dan berkurangnya resiko usaha. Sumberdaya laut Indonesia bila dikelola dengan baik, akan dapat menjadikannya sebagai penyumbang perekonomian negara yang besar, gambaran sektor kelautan dan kehidupan nelayan Indonesia seharusnya tidak seburuk apa yang seperti terjadi saat ini. 
Di era otonomi daerah, perwujudan good governance sudah menjadi tuntutan zaman yang memang telah banyak dicantumkan di dalam peraturan perundang-undangan. Pada kenyataannya, implementasi good governance di dalam sistem hukum sektoral yang ada di Indonesia masih banyak mengalami kendala. Disinilah perlu dikaji perwujudan prinsip good governance dalam peraturan pengelolaan perikanan di Indonesia dan seperti apa model peraturan pengelolaan perikanan berkelanjutan yang ideal sesuai konsep good governance tersebut.

B. Perwujudan Prinsip Good Governance dalam Peraturan Pengelolaan Perikanan di Indonesia
Menurut UNESCAP terdapat 8 (delapan) karakteristik utama good governance yaitu partisipasi, orientasi pada consensus, akuntabel, transparan, responsif, efektif dan efisien, adil dan inklusif serta mengikuti aturan hukum. Kedelapan karakteristik utama ini merupakan karakteristik umum yang apabila dilaksanakan dengan baik maka dapat mencapai bentuk idealisme good governance yang diinginkan. Dalam peraturan pengelolaan perikanan, kedelapan prinsip ini diwujudkan sebagai berikut:
1. Partisipasi:
Sesuai dengan prinsip good governance yaitu Participation, pemerintah haruslah melibatkan aktor-aktor non pemerintah baik melalui lembaga perantara maupun perwakilan di pemerintahan untuk dapat mencapai tujuan pemerintahan yang transparan dan ideal oleh karena itu Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan(UU Perikanan) menyatakan bahwa pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil juga dapat dilakukan oleh masyarakat.  Partisipasi masyarakat di bidang perikanan bisa dilakukan dengan pemberdayaan misalnya sebagai contoh adalah Pemerintah Kabupaten Agam di Sumatera Barat yang berupaya mengedepankan wisata bahari di wilayahnya dengan melakukan pemberdayaan masyarakat pesisir.[footnoteRef:15] Penting untuk melibatkan masyarakat pesisir karena masyarakat pesisir memiliki banyak pengetahuan tentang kondisi obyektif wilayahnya, oleh karena itu dalam pengembangan kawasan wisata bahari sudah seharusnya dimulai dengan pendekatan dengan perencanaan partisipatif yang menempatkan masyarakat pesisir sebagai golongan yang mengetahui secara obyektif lingkungannya.[footnoteRef:16] [15:  Lucky Zamzami, 2015, Partisipasi Masyarakat Nelayan Dalam Pengembangan Budaya Wisata Bahari di Kabupaten Agam, Program Penelitian Hibah Komeptisi DIPA FISIP UNAND Tahun Anggaran 2015]  [16: Ibid.] 

Salah satu bentuk kerja sama yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam pemberdayaan nelayan kecil adalah kampanye PRIDE atau lebih lengkapnya Kampanye “Pride” bagi pengelolaan Akses Area Perikanan yang dilakukan pemerintah dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rare Indonesia.[footnoteRef:17] Melalui program tersebut maka kelompok masyarakat nelayan kecil di sejumlah daerah akan diberikan pengembangan kapasitas, termasuk di dalamnya tentang pengelolaan ekosistem serta pemasyarakatan sosial sehingga selain dapat memberdayakan nelayan kecil juga dapat memberikan edukasi mengenai wilayah konservasi kelautan.[footnoteRef:18] Untuk periode kerjasama kampanye “Pride” tahun 2014-2017 antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), KKP, dan LSM Rare Indonesia diimplementasikan di perairan Teluk Kolono, Taman Nasional Wakatobi, Taman Nasional Bunaken, Taman Nasional Taka Bonerate, Teluk Bumbang, Taman Wisata Peratiran Gili Matra, Taman Wisata Perarian Laut Banda, Perairan Pesisir Timur Pulau Weh, Taman Wisata Kepulauan Anambas, Taman Nasional Kepulauan Seribu, dan kaimana.[footnoteRef:19] Penting untuk nelayan kecil untuk mengetahui mengenai konservasi kelautan karena dalam Pasal 61 ayat (3) dan ayat (4) UU Perikanan secara eksplisit telah dinyatakan bahwa nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil wajib menaati ketentuan konservasi dan ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh menteri dan harus ikut serta menjaga kelestarian lingkungan perikanan dan keamanan pangan hasil perikanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  Untuk menjamin kebutuhan statistik yang dibutuhkan untuk mendata keberadaan nelayan kecil serta melacak apakah program pemberdayaan yang sedang dan akan dilakukan sudah tepat sasaran maka Pasal 61 ayat (5) UU Perikanan memerintahkan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil untuk mendaftarkan diri, usaha dan kegiatannya kepada instansi perikanan setempat tanpa dikenakan biaya. Biaya pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil ini merupakan tanggung jawab dari pemerintah sebagaimana dimuat dalam Pasal 62 UU Perikanan.  [17:  Harian Digital Bisnis.Com, “Pemerintah Gandeng LSM Kampanye Konservasi Kelautan”, http://surabaya.bisnis.com/read/20160221/8/86730/url diakses tanggal 12 September 2017]  [18:  Ibid.,]  [19: Ibid.,] 


2. Orientasi pada Konsensus
Dalam suatu lingkungan masyarakat, pastilah terdapat banyak pihak yang berperan dalam penentuan kebijakan. Suatu kebijakan juga tentunya dipengaruhi oleh sudut pandang para pemangku kebijakan. Dalam good governance, merupakan suatu hal yang penting untuk mencapai suatu konsensus di masyarakat dan bagaimana bisa mencapai konsensus tersebut. Pentingnya orientasi terhadap konsensus ini dilakukan agar tiap-tiap lembaga dan perwakilan masyarakat memahami dan memiliki rasa memiliki terhadap aturan yang dibuat. Suatu keputusan yang berorientasi pada konsensus adalah hasil dari pemahaman sisi historis, budaya dan konteks sosial dari masyarakat.[footnoteRef:20] Kebijakan mengenai perikanan haruslah disusun dengan melibatkan unsur dari para pemegang kepentingan, salah satunya adalah masyarakat perikanan sendiri, karena hal ini menyangkut kepentingan kelangsungan hidup masyarakat perikanan. Sebagai contoh dalam permasalahan terjadinya wabah penyakit ikan, maka keputusan untuk melakukan karantina haruslah melibatkan Kepala Daerah yang memahami dengan jelas kondisi lapangan di daerahnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 53 ayat (1) PP Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan. Apabila keputusan yang dibuat tidak mencerminkan kondisi lapangan di wilayah tersebut maka bisa jadi keputusan yang diambil tidak akan menguntungkan masyarakat dan pada akhirnya tidak dapat dilaksanakan dengan baik [20: United Nations Economic and Social Commision for Asia and The Pacific, 2009, “What is Good Governance”,http://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf,diakses 11 September 2017
] 


3. Akuntabel
Prinsip akuntabilitas sebagai salah satu karakteristik utama good governance menghendaki adanya pertanggung jawaban secara transparan atas segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Pengelolaan perikanan khususnya yang berkaitan dengan aktifitas yang dilakukan di laut tidak terlepas dari ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (UU Kelautan). Perwujudan prinsip akuntabilitas  tercermin dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa salah satu asas yang digunakan dalam pengelolaan kelautan adalah asas akuntabilitas. Lebih lanjut, akuntabilitas pada UU Kelautan diwujudkan dalam ketentuan Pasal 45 yang menyatakan bahwa pengawasan dalam pengelolaan ruang laut dilakukan melalui tindakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Pelaporan yang dilakukan berupakegiatan mengamati dengan cermat, menilai tingkat pencapaian rencana secara objektif, dan memberikan informasi hasil evaluasi secara terbuka.
Perwujudan akuntabilitas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (selanjutnya disebut sebagai UU Perikanan) berkaitan dengan penyelenggaraan sistem informasi dan penggunaan keuangan yang ditarik dari masyarakat berkenaan dengan kegiatan pengelolaan perikanan. Pasal 46 UU Perikanan mengatur bahwa (1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyusun dan mengembangkan sistem informasi dan data statistik perikanan serta menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, penyajian, dan penyebaran data potensi, pemutakhiran data pergerakan ikan, sarana dan prasarana, produksi, penanganan, pengolahan dan pemasaran ikan, serta data sosial ekonomi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan dan pengembangan sistem bisnis perikanan; dan (2) Pemerintah dan pemerintah daerah mengadakan pusat data dan informasi perikanan untuk menyelenggarakan sistem informasi dan data statistik perikanan.
Selanjutnya menurut pasal 48 dan 49 UU Perikanan, ditentukan bahwa setiap orang (kecuali nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil) yang memperoleh manfaat langsung  dari sumber daya ikan dan lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia maupun orang asing yang mendapat izin penangkapan ikan di ZEEI dikenakan pungutan perikanan. Menurut Pasal 76 (A) ayat (3) UU Perikanan, Pungutan tersebut digunakan untuk pembangunan perikanan serta kegiatan konservasi sumber daya ikan dan lingkungannya. Demikian juga untuk uang hasil pelelangan dari hasil penyitaan tindak pidana perikanan serta denda yang dijatuhkan oleh pengadilan atas suatu perbuatan pidana, menurut Pasal 100D UU Perikanan, denda tersebut wajib disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak kementerian yang membidangi urusan perikanan.Demikian halnya dengan ketentuan yang berlaku pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, dalam hal terdapat denda administratif yang dikenakan karena adanya pelanggaran pada ketentuan konservasi sumber daya ikan, disetorkan ke Kas Negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.[footnoteRef:21] [21:  Pasal 48 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134)] 


4. Transparan
Keterbukaan merupakan unsur yang penting dalam good governance karena keberadaannya ditujukan bagi pengawasan penyelenggaraan Negara oleh masyarakat umum dan juga dunia usaha.[footnoteRef:22] Untuk mencapai hal tersebut diperlukan pengawasan oleh masyarakat dan dunia usaha terhadap penyelenggaraan Negara agar dapat dilakukan secara obyektif, dimana penyediaan informasi ini dapat dilakukan melalui sistem informasi dan dokumentasi yang dapat diakses dengan mudah tentang pola perumusan da nisi peraturan perundang-undangan dan kebijakan public serta pelaksanaannya oleh masing-masing lembaga Negara.[footnoteRef:23] Selain itu dalam hal dilakukannya penyusunan anggaran juga dibtuhkan transparansi agar dapat dilakukan pengawasan public terhadap anggaran yang digunakan oleh pemerintah sehingga mengurangi resiko terjadinya korupsi ataupun penyelewengan dana. Asas ini tidak mengurangi kewajiban lembaga Negara serta penyelenggara Negara untuk merahasiakan kepentingan Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus menolak memberikan informasi yang berkaitan dengan keselamatan Negara, hak-hak pribadi dan rahasia jabatan.[footnoteRef:24] [22: Komite Nasional Kebijakan Governance, 2008, Pedoman Umum Good Public Governance Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Governance, Jakarta, hlm. 16]  [23: Ibid.,]  [24: Ibid.,] 

		Secara teoritis kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan umum UU Perikanan bahwa pemerintah memperhatikan jumlah tangkapan yang diperbolehkan dengan tujuan memperhatikan kelestarian sumber daya ikan tersebut. Hal ini membutuhkan data dan informasi yang akurat tentang ketersediaan sumber daya ikan yang dapat dipertanggung jawabkan baik secara ilmiah maupun secara faktual di setiap daerah penangkapan. Hal ini didkung dengan Pasal 46 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa pemerintah menyusun dan mengembangkan sistem informasi dan data statistik perikanan serta menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, penyajian dan penyebaran data potensi, sarana dan prasarana, produksi, penanganan, pengolahan dan pemasaran ikan, serta data sosial ekonomi yang terkait dengna pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan dan pengembangan sistem bisnis perikanan. Apabila merujuk pada prinsip-prinsip good governance, berarti data dan informasi yang terdapat dalam sistem infromasi dan data stastistik ini haruslah dapat dipertanggungjawabkan, transparan dan bisa diakses oleh masyarakat luas. Perwujudan dari sistem informasi ini ada dalam bentuk Laman Sistem Informasi Geospasial dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
		Sistem Informasi Geospasial Kementerian Kelautan dan Perikanan (SIG KKP) merupakan aplikasi yang dibangun berdasarkan kebutuhan untuk sosialisasi dan diseminasi data dan informasi spasial yang dimiliki oleh seluruh Eselon satu dan dua lingkup KKP.[footnoteRef:25] Sistem ini merupakan penyempurnaan sistem-sistem yang telh dibangun sebelumnya dengan memanfaatkan peta digital yang ada dan telah divalidasi oleh masing-masing Satuan Kerja Lingkup KKP, kemudian diunggah pada sistem sebelum dimasukkan datanya ke dalam sistem Geospasial tingkat pusat yang diselenggarakan oleh Badan Informasi Geospasial.[footnoteRef:26] Data yang dapat diakses dalam SIG KKP berupa fisheries global information system yang menyediakan informasi seperti statistik perikanan, peta sebaran ikan menurut spesies, isu dan topik perikanan aktual, budidaya, perikanan laut serta teknologi penangkapan.[footnoteRef:27] Tujuan dari data ini adalah memberikan informasi yang lengkap tentang kondisi kelautan nasional, baik dari sisi sumber daya laut, keadaan perairan, cuaca, kejadian penting di laut baik kecelakaan maupun insiden, tanda-tanda navigasi laut yang sangat membantu bagi kapal untuk berlayar di lautan dan segala informasi kelautan lainnya.[footnoteRef:28] Sistem informasi ini dapat membuat kegiatan penangkapan ikan menjadi lebih efisien karena usaha penangkapan dengan mencari habitat ikan yang tidak menentu memiliki resiko tinggi yaitu pemborosan BBM, waktu dan tenaga nelayan serta berpotensi membahayakan nelayan. Efisiensi penangkapan ikan akan meningkat apabila nelayan dapat mengetahui lokasi penangkapan ikan. Dengan adanya SIG KKP yang terintegrasi dalam satu laman, maka nelayan maupun pengguna tidak perlu melacak data geospasial tiap-tiap provinsi penghasil ikan.  [25:  Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tahun Tidak Diketahui, “Sistem Informasi Geospasial Kementerian Kelautan dan Perikanan”, http://www.sig.kkp.go.id/ diakse 11 September 2017]  [26: Ibid.,]  [27:  Hemat Dwi Nuryanto,2010, “Sistem Informasi Kelautan dan Perikanan”, http://nasional.kompas.com/read/2010/04/22/1139002/sistem.informasi.kelautan.dan.perikanan diakses 11 September 2017]  [28: Ibid.,] 


5. Responsif
Banyaknya urusan yang harus diampu oleh KKP, tidak mengurangi kewajiban KKP untuk mampu memberikan pelayanan optimal kepada pihak-pihak terkait mengenai urusan yang terkait dengan perikanan. Program-program yang dilaksanakan haruslah sesuai dengan rentang waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/PERMEN-KP tentang Rencana Strategis Kemeterian Kelautan dan Perikanan Tahun  2015-2019. Pentingnya melaksanakan rencana ini secara tepat waktu adalah agar tiap-tiap program yang saling berkaitan terlaksana secara baik dan tidak menghabiskan sumber daya yang ada di KKP.

6. Efektif dan Efisien
Menurut Sayidin Abdullah, sistem merupakan satu kesatuan yang utuh yang terdiri atas berbagai bagian atau subsistem dimana sub-sistem ini saling berkaitan dan tidak boleh saling bertentangan, dan apabila memang terjadi pertentangan, maka selalu ada jalan untuk menyelesaikannya.[footnoteRef:29] Demikian pula dengan sistem hukum dimana masing-masing bagiannya yaitu sub sistem hukum secara bersama-sama mewujudkan kesatuan yang utuh, oleh karena itu dapat dipahami bahwasanya sistem hukum merupakan keseluruhan aspek dan elemen yang tersusun sebagai satu kesatuan terpadu tentang hukum.[footnoteRef:30] Desentralisasi atau otonomi daerah memberikan peluang bagi pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten dan kotamadya untuk menerbitkan peraturan-peraturan daerah yang saling tumpang tindih,sehingga muncul peraturan daerah yang sebagian besar mengatur penarikan pajak dan berbagai macam pungutan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimana tendensi ini diperparah dengan persepsi di kalangan pemerintah daerah bahwa kesuksesan suatu pemerintah daerah ditentukan oleh besarnya PAD yang bisa mereka peroleh.[footnoteRef:31] Disamping itu, masalah terlalu banyaknya peraturan yang dibuat oleh pemerintah, khususnya peraturan yang diterbitkan oleh kementerian-kementerian atau lembaga negara yang tidak melakukan koordinasi di antara mereka.[footnoteRef:32] Resiko yang muncul dari fenomena ini adalah munculnya inefisiensi serta tendensi bagi pelaku usaha untuk melakukan penyuapan, kolusi dan tindak pidana lainnya untuk memangkas jalur birokrasi yang harus dilalui.  [29:  Sayidin Abdullah, 2014, “Prinsip Efisiensi dalam Peradilan Tindak Pidana Perikanan”, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 3, hlm. 484]  [30: Ibid.,]  [31: ibid.,]  [32: Ibid.,] 

		Salah satu contoh inefisiensi peraturan yang ada di bidang perikanan adalah  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (UUPPNPIPG). Tujuan undang-undang ini adalah karena undang-undang terkait dengan kelautan dan perikanan masih belum memadai dalam hal mengatur perlindungan dan pemberdayaan nelayan, akan tetapi sebenarnya keberadaan PP mengenai pemberdayaan harusnya dipandang sudah cukup karena banyaknya peraturan di bidang kelautan dan perikanan malah akan membuat pengaturan bertumpuk-tumpuk dan berpotensi terjadi penyimpangan. Perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam dilakukan berdasarkan asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, keberlanjutan, kesejahteraan, kearifan lokal; dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.[footnoteRef:33] Undang-undang ini tidak mencantumkan UU Perikanan dan UU Kelautan dalam pertimbangan pembentukan undang-undangnya, melainkan hanya mencantumkan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) serta pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Menjadi tidak efisien karena pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya-ikan sudah tercantum secara eksplisit didalam UU Perikanan dan peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil. Tendensi membentuk undang-undang ini merupakan suatu hal yang tidak efisien, padahal sejatinya sudah ada PP yang diterbitkan setahun sebelum UU tersebut yang menjabarkan mengenai pemberdayaan nelayan. [33:  Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68] 


7. Adil dan Inklusif
Menurut UNESCAP, yang dimaksud dengan inklusif adalah bagaimana seluruh masyarakat dapat merasa memiliki hak yang sama dan tidak ada anggota masyarakat yang merasa dikucilkan dari penentuan kebijakan yang dilakukan oleh masyarakat luas. Hal ini dapat diterjemahkan sebagai memberikan keberpihakan pada golongan masyarakat yang rentan sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama dengan golongan masyarakat lainnya untuk berkembang. Dalam dunia perikanan, golongan masyarakat yang rentan adalah nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil.
Pasal 61 ayat (1) dan (2) UU Perikanan menyatakan bahwa Nelayan kecil bebas menangkap ikan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan pembudi daya ikan kecil dapat membudidayakan komoditas ikan pilihan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Lebih lanjut, dalam penjelasan Undang-undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009, dinyatakan bahwa pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudaya ikan kecil, meningkatkan penerimaan dari devisa negara, menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing hasil perikanan serta menjamin kelestarian sumber daya ikan.[footnoteRef:34] Pemberdayaan nelayan kecil dan pembudi daya ikan ini dilakukan melalui:[footnoteRef:35] (a) Penyediaan skim kredit bagi nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil baik untuk modal usaha maupun biaya operasional dengan cara yang mudah, bunga pinjaman yang rendah dan sesuai dengan kemampuan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil; (b) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi nelayan kecil serta pembudi daya ikan kecil untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengolahan dan pemasaran ikan; dan (c) Penumbuhkembangan kelompok nelayan kecil, kelompok pembudi daya ikan kecil dan koperasi perikanan [34:  Penjelasan Umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073)]  [35:  Pasal 60 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118)] 

Mengenai komitmen pemerintah untuk memberdayakan nelayan kecil dan pembudidaya-ikan kecil maka pemerintah menyusun Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil, dengan tujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 UU Perikanan. Dalam peraturan pemerintah ini dijabarkan bahwa Pemberdayaan Nelayan Kecil dan pembudidaya-ikan kecil perlu didukung oleh peraturan perundang-undangan agar menjamin kepastian hukum serta keadilan bagi nelayan kecil dan pembudi-daya ikan kecil. Hal ini berarti pemerintah memiliki komitmen atas keberpihakan kepada kaum minoritas dan/atau kaum yang rentan. Nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil sendiri dipandang rentan karena berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Iwan Setiawan dkk., kemiskinan nelayan diyakini menjadi salah satu pendorong menurunnya sumberdaya ikan.[footnoteRef:36] Kemiskinan nelayan juga menyebabkan rendahnya kapasitas masyarakat pesisir yang dapat dilihat dari kegiatan ekonomi masyarakat yang umumnya terpaku pada kegiatan penangkapan ikan dan pemenuhan ikan segar hasil tangkapan sedangkan kegiatan pascapanen yang dapat menghasilkan nilai tambah justru dilakukan oleh pedagang dan pengolah ikan yang mengambil alih porsi peningkatan nilai tambah melalui proses pengolahan, penyimpanan dan transportasi ikan sehingga porsi nilai tambah nelayan relatif kecil.[footnoteRef:37] [36:  Iwan Setiawan, et.al, 2007, “Analisis Ketergantungan Daerah Perikanan Sebagai Dasar Pelaksanaan Program pemberdayaan Nelayan: Studi Kasus di Kabupaten Cirebon dan Indramayu”,Buletin PSP, Volume XVI, No. 2 Agustus 2007]  [37: Ibid.,] 


8. Mengikuti Aturan Hukum
Pelaksanaan suatu peraturan yang menjamin good governance haruslah dilakukan sesuai dengan ruang lingkup peraturan yang berlaku. Sebagai contoh bahwa menurut UU Perikanan Pasal 72, aturan hukum perikanan mengikuti aturan hukum yang ada di Indonesia, penyidikan dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan dilakukan berdasrkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang perikanan. Undang-undang Perikanan dalam perubahannya di tahun 2009 mengubah ketentuan pasal 71 yaitu dengan membentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana di bidang perikanan, dimana pengadilan tersebut merupakan pengadilan khusus yang berada di dalam lingkungan peradilan umum. Lokasi pengadilan perikanan menurut Pasal 71 ayat (3) adalah bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung dan Tual.  Kewenangan peradilan perikanan adalah untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perakara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia baik yang dilakukan oleh WNI maupun WNA. 

C. Model Peraturan pengelolaan Perikanan Berkelanjutan yang Ideal Sesuai dengan Konsep Good Governance
Isu strategis dan permasalahan umum yang menjadi kendala utama dalam mewujudkan kegiatan perikanan di Indonesia adalah: (1) pengelolaan perikanan; (2) penegakan hukum; (3) pelaku usaha perikanan. Apabila dilihat lebih spesifik, permasalahan menyangkut perikanan di Indonesia sangat multidimensional yang terdiri atas permasalahan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang membuat pembangunan perikanan di Indonesia menjadi terhambat. Pembahasan ini membatasi permasalahan mengenai masalah ekonomi dan sosial termasuk hukum.
Permasalahan sosial secara garis besar terjadi karena kurangnya kualitas nelayan yang masih sangat minim baik dari segi pengetahuan maupun alat tangkapnya. Sehingga sangat sulit untuk mewujudkan penangkapan ikan yang profesional. Dari segi sosial kita juga tidak dapat mengelakkan stigma masyarakat terhadap nelayan. Bagi sebagian masyarakat pekerjaan nelayan dianggap sebagai pekerjaan informal bahkan dipandang rendah dengan sistem upah harian sebagaimana layaknya buruh.
Dari aspek ekonomi daya saing produk perikanan lokal masih sangat rendah. Dalam pasar domestik sendiri produk perikanan masih kurang diminati oleh masyarakat, sementara bagi pasar internasional, produk perikanan di Indonesia masih jauh dari kualitas yang diharapkan. Permasalahan ekonomi tersebut seharusnya dapat diminimalisir dengan akses terhadap permodalan bagi para nelayan kecil. Namun pada kenyataanya permodalan tidak mudah diakses oleh nelayan kecil untuk pengembangan usaha perikanannya dan justru menambah permasalahan ekonomi yang ada.
Di bidang ekologi atau lingkungan, penangkapan ikan di beberapa tempat di Indonesia masih bersifat destruktif. Penangkapan ikan berorientasi pada keuntungan sesaat semata tanpa memperhatikan daya dukung dan keberlanjutan lingkungan. Padahal kegiatan penangkapan ikan yang destruktif justru akan mematikan usaha perikanan di kemudian hari karena kerusakan habitat ikan.
Solusi atas permasalahan tersebut dapat dilakukan melalui sebuah regulasi, kebijakan maupun mekanisme tertentu. Namun dalam realitanya kita kembali menemui permasalahan mengenai penegakan regulasi dan kebijakan di lapangan. Pengawasan dan penegakan hukum terhadap (illegal, unreported and unregulated)IUU Fishing masih sangat lemah karena jumlah personel tidak sebanding dengan luasnya wilayah laut yang dimiliki Indonesia. Masalah yurisdiksi antara Indonesia dengan negara tetangga juga merupakan masalah yang serius karena tidak hanya menyangkut mengenai pemanfaatan perikanan tetapi menyangkut kedaulatan dan kewibawaan negara. Wilayah perairan Indonesia yang berbatasan dengan Negara lain kerap menimbulkan konflik yang diajukan sampai ke Mahkamah Internasional. Negara wajib melindungi seluruh aset yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Indonesia mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur wilayahnya yang berdaulat. Kewenangan tersebut mempunyai konsekuensi bahwa negara menjamin perlindungan wilayah, aset, serta  kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan. Aset terbesar yang dimiliki Indonesia sebagai negara maritim dan rawan untuk diambil alih oleh kekuasaan lain adalah wilayah perairan beserta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
Kenyataan terhadap berbagai permasalahan sosial-ekonomi seperti diatas mencerminkan bahwa betapa belum kuatnya pengelolaan perikanan nasional, sehingga pemerintah perlu menata dan memperbaiki kelemahan yang ada sekarang melalui penguatan kebijakan dan penguatan kelembagaan guna memperbaiki dan meningkatkan kondisi sosial-ekonomi untuk mengelola sektor perikanan di Indonesia. 
Penguatan kelembagaan dan penguatan kebijakan tidak hanya dilakukan terhadap pemerintah saja namun juga melibatkan seluruh stakeholders yang mempunyai korelasi dengan sumberdaya perikanan. Upaya penguatan kelembagaan dan kebijakan merupakan cara untuk meningkatkan kualitas, kapabilitas dan kapasitas kinerja para stakeholders untuk mengelola dan memanfaatkan sektor perikanan. Setiap stakeholders harus bertumpu pada tujuan yang sama yaitu mewujudkan kesejahteraan bersama tanpa mengorbankan salah satu pihak. Bertumpu pada tujuan itu maka pengelolaan perikanan harus memfokuskan pada adanya prinsip keterlibatan, transparansi, dan tanggungjawab bersama, prinsip persamaan, efektif dan efisien atau secara umum disebut dengan prinsip good governance.
Prinsip good governance sangatlah mungkin untuk diadopsi dalam mengelola sektor perikanan. Penerapan prinsip tersebut dapat diterapkan melalui regulasi dan kebijakan yang mengatur sektor perikanan. Kebijakan pengelolaan perikanan saat ini telah mengakomodir prinsip keterlibatan dalam bentuk kerjasama dan kemitraan.[footnoteRef:38] Kebijakan tersebut membuka akses bagi para pelaku usaha perikanan untuk dapat saling bekerjasama yang saling menguntungkan terutama bagi nelayan dan pembudidaya ikan kecil. Kerjasama dan kemitraan tersebut dapat dilakukan antara pemerintah, swasta, nelayan, koperasi, LSM, dan lembaga penelitian bahkan pihak asing.[footnoteRef:39] [38:  Pasal 25 C ayat (2) jo. Pasal 53 ayat (2) UU No 31 Tahun 2004 jo. UU No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan]  [39:  Konsideran menimbang huruf a Permen-KP Nomor 65 Tahun 2016] 

Terdapat berbagai model pengelolaan sumber daya perikanan, akan tetapi yang dirasa paling cocok adalah pengelolaan perikanan berbasi co-management, yaitu pengelolaan yang menitikberatkan pada keterlibatan dan pemberdyaan stakeholders. Model co-management memungkinkan untuk menampung kepentingan masyarakat maupun kepentingan stakeholder lainnya serta memberikan pembagian tanggung jawab dan wewenang yang proporsional antara pemerintah dengan perusahaan yang bergerak di bidang perikanan serta pengguna sumberdaya lokal (masyarakat). Pengelolaan perikanan saat ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata melainkan juga menekankan prinsip keberlanjutan, keterlibatan dan pemberdayaan. Model co-management telah merangkum ketiga unsur tersebut dan mencerminkan prinsip good governance karena menekankan pada pentingnya keterlibatan para stakeholders serta peningkatan kapasitas stakehoders melalui pemberdayaan serta memperhatikan keberlanjutan.

D. Kesimpulan
Terdapat 8 Karakteristik Utama good governance menurut UNESCAP yaitu partisipasi, orientasi pada konsensus, akuntabel, transparan, responsif, efektif dan efisien, adil dan inklusif serta mengikuti aturan hukum. Kedelapan karakteristik utama ini merupakan karakteristik umum yang apabila dilaksanakan dengan baik maka dapat mencapai bentuk idealisme good governance yang diinginkan. Perwujudan prinsip partisipasi dalam peraturan perundang-undangan pengelolaan perikanan berbentuk pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil. Perwujudan prinsip orientasi pada konsensus adalah berbentuk panduan kerjasama bagi lembaga dan perwakilan masyarakat dalam mengelola perikanan. Perwujudan prinsip akuntabilitas tercermin dengan adanya asas yang digunakan dalam pengelolaan kelautan adalah asas akuntabilitas dan aturan mengenai penyelenggaraan sistem informasi dan penggunaan keuangan yang ditarik dari masyarakat berkenaan dengan kegiatan pengelolaan perikanan. Perwujudan prinsip transparansi adalah adanya aturan bahwa pemerintah menyusun dan mengembangkan sistem informasi dan data statistik perikanan serta menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, penyajian dan penyebaran data potensi, sarana dan prasarana, produksi, penanganan, pengolahan dan pemasaran ikan, serta data sosial ekonomi yang terkait dengna pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan dan pengembangan sistem bisnis perikanan. Perwujudan prinsip responsif adalah adanya ketentuan mengenai jangka waktu pelaksanaan program pengelolaan perikanan. Adapun perwujudan prinsip efektif dan efisien dalam peraturan perundang-undangan masih belum ada, karena permasalahan peraturan di indonesia adalah masih adanya disharmoni peraturan. Perwujudan prinsip keadilan dan inklusif adalah adanya aturan mengenai pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya-ikan kecil perlu didukung oleh peraturan perundang-undangan agar menjamin kepastian hukum serta keadilan bagi nelayan kecil dan pembudi-daya ikan kecil. Perwujudan prinsip mengikuti aturan hukum dalam pengelolaan perikanan adalah adanya sanksi pidana dalam Undang-Undang perikanan dan juga adanya pengaturan mengenai pengadilan perikanan.
Model pengelolaan perikanan yang paling sesuai dengan prinsip good governance adalah model co-management. Sejalan dengan itu pada dasarnya suatu peraturan perundang-undangan merupakan pelaksanaan dari amanat UUD 1945 serta cita-cita bangsa Indonesia yaitu terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Peraturan yang mendukung pembangunan perikanan menekankan pentingnya dua unsur dalam pembangunan perikanan yang berkelanjutan yaitu (1) keterlibatan atau partisipasi dan (2) pemberdayaan. Model co-management telah merangkum dua unsur tersebut karena menekankan pada pentingnya pelibatan para stakeholders serta peningkatan kapasitas stakehoders melalui pemberdayaan. Model co-management memungkinkan untuk menampung kepentingan masyarakat maupun kepentingan stakeholder lainnya serta memberikan pembagian tanggung jawab dan wewenang yang proporsional antara pemerintah dengan perusahaan yang bergerak di bidang perikanan serta pengguna sumberdaya lokal (masyarakat).

Daftar Pustaka
Kementerian PPN / BappenasDirektorat Kelautan dan Perikanan, 2014, Kajian Strategi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan, Jakarta.
Abdullah Sayidin, 2014, “Prinsip Efisiensi dalam Peradilan Tindak Pidana Perikanan”, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 3, hlm. 484
Komite Nasional Kebijakan Governance, 2008, Pedoman Umum Good Public Governance Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Governance, Jakarta
Pusat Data Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Informasi Kelautan dan Perikanan, Bulan Januari 2016 No: 01/PUSDATIN/I/2016, hlm 19-20
Setiawan, Iwan,2007, “Analisis Ketergantungan Daerah Perikanan Sebagai Dasar Pelaksanaan Program pemberdayaan Nelayan: Studi Kasus di Kabupaten Cirebon dan Indramayu”, Buletin PSP, Volume XVI, No. 2 Agustus 2007
Zamzami, Lucky, 2015, Partisipasi Masyarakat Nelayan Dalam Pengembangan Budaya Wisata Bahari di Kabupaten Agam, Program Penelitian Hibah Komeptisi DIPA FISIP UNAND Tahun Anggaran 2015
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433).
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073).
UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68)
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134)
Badan Pusat Statistik, “Data BPS 2015”, BPS.go.id diakses tanggal 17 Juli 2017
Harian Digital Bisnis.Com, “Pemerintah Gandeng LSM Kampanye Konservasi Kelautan”, http://surabaya.bisnis.com/read/20160221/8/86730/url diakses tanggal 12 September 2017
Hemat Dwi Nuryanto,2010, “Sistem Informasi Kelautan dan Perikanan”, http://nasional.kompas.com/read/2010/04/22/1139002/sistem.informasi.kelautan.dan.perikanan diakses 11 September 2017
Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tahun Tidak Diketahui, “Sistem Informasi Geospasial Kementerian Kelautan dan Perikanan”, http://www.sig.kkp.go.id/  diakse 11 September 2017
United Nations Economic and Social Commision for Asia and The Pacific, 2009, “What is Good Governance”, http://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf, diakses 11 September 2017

